BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan
Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia telah menjadi agenda

Dalam kontek kum pidana tidak dapat digunakan

secara sewenang-wenang atau ekspansif untuk menjangkau setiap bentuk

! Romli Atmasasmita, 2018, Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Gramedia Pustaka
Utama, Jakarta, hlm. 45-48.
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kerugian, kesalahan administrasi, atau kegagalan kebijakan yang muncul dalam
aktivitas pemerintahan maupun dunia usaha. Hukum pidana memiliki karakter
khusus sebagai ultimum remedium atau upaya terakhir, yang hanya boleh
digunakan ketika instrumen hukum lain seperti hukum perdata atau administrasi
sudah tidak memadai untuk menyelesaikan masalah.” Penggunaan hukum
pidana yang berlebihan, terutama dalam konteks bisnis yang sarat

ketidakadilan  dan

UN
T

kg 1 Indonesia. D1 S

* Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana Bina Aksara, Yogyakarta, hlm. 25.
* Abdul Khamid, 2021, Hukum Pidana Ekonomi Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, him. 134-138.
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kehati-hatian yang ketat, risiko kredit macet tidak pernah dapat dieliminasi

sepenuhnya dari dunia perbankan.*

Dalam praktik perbankan modern yang sehat, kredit macet dipahami
sebagai bagian dari risiko bisnis yang wajar (business risk) yang harus dikelola
melalui mekanisme manajemen risiko yang efektif. Kerugian yang timbul

akibat kredit macet pada da

1 seperti ini persoalan

an perbedaan fi al antara risiko

menyalurkan kredit, khususnya kepada sektor-sektor yang berisiko tinggi

* Muljadi, 2020, Manajemen Risiko Perbankan, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 67-70.
* Romli Atmasasmita, /oc.cif., him. 52.
© Ihid.
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namun penting bagi pembangunan daerah, seperti Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM) atau proyek-proyek infrastruktur strategis. Padahal, justru
sektor-sektor inilah yang sering kali paling membutuhkan akses pembiayaan
dari perbankan.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016

Tanggal 25 Januari 201 mberikan penegasan yurisprudensial yang

terhadap iklim usaha dan pembangunan daerah secara keseluruhan. Apabila

setiap kerugian Bank BUMD berpotensi dipidana tanpa mempertimbangkan

7 Ibid., butir 3.16.
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konteks bisnis dan mekanisme pemulihan yang tersedia, maka fungsi bank
sebagai motor penggerak ekonomi daerah akan mengalami pelemahan yang
signifikan. Hal ini pada akhirnya justru bertentangan dengan tujuan pendirian
Bank BUMD itu sendiri serta prinsip kemanfaatan hukum yang menghendaki

bahwa hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat.®

Berdasarkan uraian ; ang di atas, penelitian ini menjadi penting

penelitian yang akan dilakukan. Ruang lingkup penelitian dibuat untuk

¥ Barda Nawawi Arief, 2005, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Citra Aditya Bakti, Bandung,
him 20-50.
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mengemukakan batas area penelitian dan umumnya digunakan untuk

mempersempit pembahasannya. Maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi

sebagai berikut:

1. Objek material penelitian hanya mencakup kredit macet pada Bank
Pembangunan Daerah (BPD) atau Bank BUMD yang modalnya berasal dari

pemisahan kekayaan daerah. Penelitian tidak mencakup bank swasta

pembanding utama.
5. Periode pengamatan data dan putusan peradilan dibatasi pada rentang tahun

2011-2025, dengan penekanan pada praktik penegakan hukum korupsi di
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sektor perbankan daerah sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penelitian ini tidak membahas aspek perdata (seperti wanprestasi, gugatan
perdata, atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang/PKPU) maupun aspek

administrasi negara (seperti sanksi OJK, pemberhentian direksi, atau

pertanggungjawaban keuangan daerah berdasarkan UU Keuangan Daerah)

mengintegrasikan prinsip kehati-hatian perbankan serta doktrin
Business Judgment Rule. Tujuannya adalah menciptakan kepastian

hukum yang melindungi pengelola kredit dari praktik over-
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kriminalisasi sekaligus tetap menjaga efektivitas pemberantasan
korupsi di sektor strategis.

b. Tujuan Khusus
Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai pemenuhan tugas

akhir sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan

memperoleh gelar derajat strata Sarjana Hukum (S.H.) pada Program

berikut:
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a. Teori Tujuan Hukum
Teori yang dikembangkan oleh filsuf hukum Jerman, Gustav
Radbruch, menawarkan perspektif fundamental dalam memahami
batasan antara kerugian keuangan negara dan risiko bisnis dalam

konteks perbankan daerah. Radbruch berargumen bahwa hukum yang

bertentangan dengan keadilan pada tingkat ekstrem harus ditolak, dan

? Gustav Radbruch, 1973, Rechitsphilosophie (Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt), hlm. 121-125.

19 Jimly Asshiddigie, 2020, Pengantar Ilmu Hikum dan Tata Hukum Indonesia, Konpress, Jakarata, him.
248-250.

" Loc.cit.
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3) Kemanfaatan menuntut pertimbangan dampak sosial-ekonomi dari
penerapan hukum pidana. Kriminalisasi berlebihan yang
menyebabkan Bank BUMD menjadi pasif akan merugikan
pembangunan daerah, sehingga bertentangan dengan kemanfaatan
hukum itu sendiri.'?

Teori Radbruch memberikan landasan filosofis untuk menilai

Dalam tindak pidana korupsi, umumnya mensyaratkan kesengajaan.

12 Loc.cit.
3 S R. Sianturi, 2019, Teori dan Praktik Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia, Storia Grafika,
Jakarta, hlm. 45-50.
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Kredit macet yang terjadi tanpa disertai niat jahat atau kelalaian
yang sangat berat (culpa lata) tidak memenuhi unsur ini.'*

3) Bersifat Melawan Hukum
Tindakan tersebut harus bertentangan dengan hukum, baik formal
(melanggar peraturan tertulis) maupun materiil (bertentangan

dengan rasa keadilan masyarakat). Keputusan bisnis yang diambil

4 Eddy O.S. Hiariej, 2023, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 77-
80.

13 Ibid.

16 Ibid..
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1) Business Judgment Rule (BJR): Merupakan doktrin hukum (terutama
dalam hukum perusahaan) yang memberikan perlindungan kepada
pengurus  perusahaan (direksi, komisaris) dari tuntutan
pertanggungjawaban atas keputusan bisnis yang ternyata merugikan
perusahaan, asalkan keputusan tersebut diambil: (1) dengan itikad

baik (in good faith); (2) dengan tingkat kehati-hatian yang wajar

interes%iof the co
nia bisnis penul{&_dakpastian da

berbentuk bank, yang modalnya berasal dari pemisahan kekayaan

7 Munir Fuady, 2018, Hukum Perseroan Terbatas, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 195-199.
¥ Moeljatno, Op.cit., hlm. 25.
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daerah, seperti Bank DKI, Bank Jateng, Bank Jabar, dll. Bank ini
berfungsi ganda yaitu sebagai agen pembangunan daerah sekaligus
sebagai badan usaha komersial yang tunduk pada Undang-Undang
Perbankan. Karena itu, meskipun termasuk dalam cakupan keuangan
daerah menurut ketentuan Pasal 1 angka 35 UU No. 23 Tahun 2014,
setiap kerugian pada Bank BUMD tidak serta-merta dan otomatis

yang memiliki

remberian dan

1 Djaja S. Meliala, 2020, Hukum Pemerintahan Daerah, Rajawali Pers, Jakarta, him. 327-331.
20 Bank DKI, 2013, Buku Kebijakan dan Prosedur Kredit Produktif Segmen Komersial & Korporasi
(Keputusan Direksi No. 221), Jakarta, hlm. 1-2.

Universitas Kristen Indonesia




14

c. Kredit Bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) didefinisikan
sebagai kredit dengan status kolektibilitas 3, 4, atau 5 menurut ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Status ini menunjukkan debitur
mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga. Namun,
secara operasional dalam penelitian ini, kredit macet tidak selalu dan

otomatis mencerminkan kesalahan pidana pengelola. Kredit macet baru

Melakukan analisis kelayakan dan risiko yang mendalam; (2)

2 Wachid, 2019, Perbankan dan Masalah Penyelesaian Kredit Macet, Refika Aditama, Bandung, him.
85-89.
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Mengevaluasi agunan yang memadai; (3) Mematuhi seluruh prosedur
internal dan eksternal; (4) Mengambil keputusan secara kolektif dan
independen.”> Kerugian jenis ini seharusnya ditanggung sebagai bagian
dari biaya operasi bisnis dan diselesaikan melalui  jalur
perdata/manajemen risiko, bukan jalur pidana.

f.  Business Judgment Rule (BJR) dalam Konteks Penelitian ini adalah

m
i

= Ibid.

23 Romli Atmasasmita, 2023, Hukum Pidana Korporasi dan Kewangan: Tantangan Overcriminalization,
Rajawali Pers, Jakata, hlm. 196-197.

** Mahendra, 2022, Reformasi Penegakan Hukum Korupsi di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarata, him.
187-191. '
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F. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode normatif (doctrinal legal research)

yang mengkaji hukum sebagai sistem norma melalui empat pendekatan: (1)
pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis UU Tipikor, UU
Perbankan, UU Pemerintahan Daerah, dan peraturan OJK; (2) pendekatan kasus
melalui studi putusan pengadilan perkara PT Likotama Harum di Bank DKI;

terbatas  dengan

No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
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3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah jo. UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait, terutama POJK
No. 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum
dan POJK tentang Prinsip Kehati-hatian dan Good Corporate

dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
dan Indonesia Corruption Watch (ICW).
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4) Dokumen internal dan laporan khusus, seperti Buku Kebijakan

Kredit Bank DKI, berita acara lelang agunan PT Likotama Harum,
dan dokumen eksekusi dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (2019—
2025).

c¢. Bahan Hukum Tersier

2025 untuk menyelesaikan penelitian ini.
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3. Teknik Pengolahan Data
Teknik pengolahan data dilakukan melalui serangkaian prosedur sistematis
untuk mengorganisir, mengklasifikasi, dan mensintesiskan bahan hukum

primer, sekunder, dan tersier yang telah dikumpulkan, sehingga siap dianalisis

secara mendalam. Proses pengolahan data mencakup langkah-langkah sebagai
berikut:

ang-unda_m_gan, :
esmi). Dilakulg_@ seleksi kritis

keandalan data:

1) Membandingkan ketentuan perundang-undangan dengan yurisprudensi
Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 dan Putusan MA No. 189
PK/Pid.Sus/2019.
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2) Memverifikasi temuan BPKP mengenai kerugian negara dengan data
realisasi eksekusi agunan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.
3) Menyelaraskan doktrin Business Judgment Rule (Munir Fuady,
Albertina Ho) dengan praktik perbankan yang diatur dalam POJK OJK.
d. Sistematisasi Kerangka Analitis

Data yang telah dikategorikan disusun dalam matriks analitis yang

Likotama Harum di Bank DKI.

c. Analisis Perbandingan (Comparative Analysis) adalah membandingkan

logika, pertimbangan hukum, dan hasil putusan yang mengkriminalisasi
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pengelola kredit (PN & PT DKI) dengan putusan yang
membebaskan/menggunakan pertimbangan BJR (PK MA).

d. Content Analysis yaitu menganalisis isi doktrin, yurisprudensi, dan
perkembangan fakta novum untuk mengidentifikasi pola, kriteria, dan
argumentasi yang digunakan dalam membedakan "kerugian keuangan

negara" dengan "risiko bisnis yang wajar".

€.

kemanfaatan  dalam

pemberantasan korupsi sektor perbankan.

Universitas Kristen Indonesia




22

BabIll : BATASAN YURIDIS ANTARA KERUGIAN KEUANGAN
NEGARA/DAERAH DAN RISIKO BISNIS YANG
WAJAR

Menganalisis pengertian dan kriteria kerugian keuangan
negara/daerah, konsep risiko bisnis yang wajar (corporate

n yurisprudensi Mahkamah Agung pasca-
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